
Ungkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 te:ntang

Kearaipan (Lcmbaran Nc:gara RepubJik: lndonesia

Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Namor5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20J 1 tentang
Pembenrnkan Peraturao Perundang-undangan (Lembaran

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nemor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer

5234);

tentang

daJam

1. Undang~Undang Nomor 13 Tahun 1950

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

a. bAhwa sesuai dengan PI1sa118 ayat (3) Peraturan Daerah

Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Kearsipan, ketentuan m.engenai klasifikasi

arsip diatur dengan Peratwan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbongan sebagaimana dimaksud

da1am huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

PedomanKlasifikasi Arsip;

BUPATIGROBOGAN.

DENCAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

PEDOMAN KLASLFfKASI ARSIP

TENTANG

PERA'l'URAN BUPATi GROBOGAN

NOMOR 34TAHUN 2018

BUPATl GROBOGAN

PROVINSI JAW"_ TENGAH

_c"__"""""'''-KUf{UM
1'E1l>.AKAn GR4')800" '"
~G." MOAN ......

.....-".:r-~--

Mengingat

Menimbang



MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASlFlKASI ARSIP.

4. Undaog-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc
Indonesia Tahun 014 NomOT 244, Tamhahan Lembaran

Negara RepubJik Indonesia Nomor SSS7) sebagaimana telah
cliubah be~",pa kali tera..khir dengan Undang-Uodang

Nomor 9 "rabun 2015 tcntang Perubahao Kedua AUiS
Undang-Undwll!: Nomor 23 Tahun :l014 tentang

P....merintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tcntang

Pelalaa.nn.an Undang-Undang Nomor 43 "rabun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Menteri Dalam Nege.ri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Tata Kearsipan dl l.inglrungan Kementerian

Dalam Negeri dlI.n Pemerintah Daerah (B<:rita Negara
RepublikIndonesia'liiliun 2012 Nomor 1282);

7. Peraturan KepaJa Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman. KlasifikasiArsip;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Namor 1
Tahun .2015 tentang Penyelenggaraan Kearaipan Di Provinsi

Jawa Tengah [Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tcngah
"rabun 2015 Nomol' 1);

9. Peraturan. Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15
"rabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
GroboganNomor IS);

10. Pern.turan Daerah Kabupaten Grobogan NOD1or 1
Tabun 2.017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tabun 2017 NomOI 1.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
l);

Menetapkan



Pada saat Peraturan Bupati inimulai berlaku, Peraturan Bupati Orobogan Nomo!:
045/4277/2006 tentang Pola lOasifikasi Kearsipan Pcmcrintah Kabupalcm
Grobogan [Berita Daerah Kabupaten Orobognn Tahun 2006 .Homor 17 Seri E I.
dieabut dan dinyatakan tidok berJaku.

BAS ill

KETENTUAN PENUTUP

Pasal3

DAB u
PEDOMAN KLASfFl}:A::H ARSlP

P-asa12

(1) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada kctentuan
sebagai.m.ana tercantum da1am Lampiran yang merupakan b>tgian tidak
terpisahlc.an d.ariPernturan Bupatiini.

(?) Klasili.kasi Arsip sebtJ,g.:aimsnadima.k3ud pada ayat (1) meUputi perincian kesatu,
perincian kedua, dan pcrincian ketiga.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimalmud ciengao :
1. Daerah adalah Kabupatcn Grobogan.

2. Pemcrintah Dacrah ada lab Bupari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daeraa otonom.

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan,
5. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Bupati <ian Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan UnJS8D Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah,

6. Arslp adalab rekarnan 1cegiatsn atau perietiwa dalam berbagal beuruk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informaai dan kumunikasi yang
dibuat dan diterima oleh lcmbaga negara, pemerintahan daerah, lembaga
perididikan, pcrusahaan, organisasi politik, orgamsasi kemasyarakatan, dan
pentCorangan dalWIl pelaksanaan kehidupan bezmasyarakat, berbangsa, dan
bernegara,

7. Arsip Dinamis ada1ah arsip yang digunakan secara Iangsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selamajangka waktu tertenru.

Kt."TENTUAN UMUM

Pasal 1

BAR r
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